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                                                           BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1  Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil pembahasan tentang Analisis Pengelolaan Anggaran 

Belanja Bidang Kesehatan Kota Kupang maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Efektifitas Tahun 2020-2021 Dinas Kesehatan Kota Kupang  melaksanakan 

tugas selama 2 tahun dikategorikan efektif karena rasio yang dicapai 90% 

sampai 100% hal ini berarti dinas kesehatan Kota Kupang tahun 2020-2021 

menunjukan kinerja yang sangat baik 

2. Efisiensi Tahun 2020-2021 Dinas Kesehatan Kota Kupang adalah 74,83%  

di tahun 2020 dengan kriteria efisien sedangkan  di tahun 2021 92,11% 

dengan kriteria cukup efisien. 

3.  faktor-faktor penghambat pengelolaan anggaran belanja bidang kesehatan 

: Faktor Perencanaan, Faktor-Fktor Pelaksanaan, Pengelolaan Anggaran 

Belanja, Faktor ,  Faktor-faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor-

faktor pembentuk dokumen pengadaan barang dan jasa 

6.2 Saran 

        Berkaitan dengan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan maka 

adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini 

adalah  sebagai berikut: 
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1. Dalam penyusanan anggaran harus menyiapkan rencana kegiatan, 

kemudian mengalokasikan anggaran untuk setiap program dan kegiatan 

berdasarkan prioritas secara efektif, efisiensi dan dapat diukur hasilnya 

2. Pengawasan (supervisioan) kuasa pengguna anggaran brlanja perlu 

ditingkatkan dalam hal tertip pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan 

pelaporan 

3. Perlunya perencanaan anggaran belanja yang realistis dan 

memperhatiakan bagan akun standar (BAS) dan standar harga dalam 

perencanaan realisasi anggaran belanja  

4. Penyusunan RUP sebaiknya disusun sebelum tahun anggaran berjalan 
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